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Abstrak

Masalah lingkungan hidup diwilavah perkotasn merupakan masalah yang tak koarjung berakhir,
Bahwa setiap masyvarakat membutubkan hidup sehat, nemon hal tersebut seolah sulit memgadi
kenyataan bagi masvarakat perkotaan vang disebablan karena jumibab penduduk yang Hap tabun
meningkat sehingga lerfadi pengalihfungsian lahan yang berakibat pada semakin menimgkatrva
percemaran udars maupun pencemarane air. Oleh kinma it pemerinkah pusat mengharapkan bagi
setiap wilayah atau daerah menyediakan RTH 30% dari buasan kota. Tujuan dilakukannya penelitian
imi adalah untuk menganalisa pemberlakuan Perda Hutan Kota di Surabaya serfa mengetahui upaya
pemerintah daerah dalam memenuohi lahan hotan kota pada wilayah perkotaan Penelitian ini
menggunakan metode vuridis normatif. Sebagal bagian dari BTH, pengembangan hutan kota di
Surabava sangat dibotubkan oleh mosyarakat oleh karenanya diperfukan kerjasama antars

pemerintah dengan masvarakat dalam pengelelaan dan pengembamgan hutan keta, Pemenuhan
Iaasan butan kot di Surabaya dapat dilakukan dengan mamaksimalkan bentuk dari hotn keta yang

telah diatur berdasarkan pada Perda Hotan Kota, vakni dapat demgan bentuk jelacr, mengelompok
maupun meryebar,

K.ats kunci: huten kota; perkotaan; ruang terbuka hijau

Pendahuluan

Sebagar kota terbesar kedua di Indonesia, Surabava diadikan sasaran bagi daerah
disekitarmva sebagai tempat untuk meningkatkan laraf kesejahteraan dengan melakukan
urbanizasi, sehingga dapal terpenuhinya kebutuban ekonomi masvarakal. Secara tidak
disadary, urbamsasi berpengaroh pada pemingkatan jumlab penduduk di Surabaya,
Berdasarkan data Dispendukcapil hingga bulan Januari 2009 mencatat jumliah penduduk
Swurabava telah mencapai 3,158,942 jiwa dan berdasarkan pada Isju pertumbuhan dard tahun
2018 ke 2019 jumbah penduduk meningkal sebanvak 2.07% dengan kepadatan penduduk
berada di kecamatan Tambaksari vang mencapai hingga 2392517 Peningkatan jumlah
penduduk berpengaruh pada perubaban kondisi lingkungan di Surabava vang semakin
buruk, karena masvarakat akan melakukan pembangunan untok memenuhi kebutuhan
tempat timggal dengan melakukan alih fungss Bahan sehingga mengakibatkan semakin
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sedikitoya Bhan untuk memaga keseimbangan  ckosstem,  Penggunaan lahan oleh
masvarakat secara tidak berlanggungjawab dapat mengakibatkan lingkungan menjadi
tercernar dan berpengarub pada kualitas hidup masyarakal perkotaan.*

Aspek vang melatarbefakangi masalah lingkungan wilavah perkotaan antara lain
aspek fisik, yakni masalah linghungan yvang muneul akibat dari adanya pencemaran
ling kungan dan aspek soslal masvarakat, vakni masalah lingkungan vang muncul akibat
tingkah kaku dari manuesia il sendinl vang menjadikan kehidupan menjadi lidak tenang dan
tidak wyaman.® Masalah lingkungan vamg terjadi di wilavah perkotaan pada akhirrva
membentuk kesadaran lingkungan bhagi masvarakal maopun pemerintah. Pemerintab
sehagai fungst pengatur mengeluarkan perafuran mengenai pentingnya keberadaan hutan
kota pada wilayah perkotsan yang dituangkan dalam PI' Moo 63 Tahun 30602 tentang Hutan
Fota dimana setiap daerah diharuskan untuk menvediakan hutan kota dengan tujuan uniuk
memjaga keseimbangan ekosistemn dan menjaga kualilas hidup masvarakal keta.

Surabaya merespons kebijakan tersebut dengan melakukan pembentukan Peraturan
Dacrah Kota Surabava Momor 13 Tabun 2004 tentang Hutan Kota (Perda Mo, 153-0014)
sehagai wojud kepastian hukum mengenai keberadnan hutan kota di Surabava, Hutan kota
sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (KTH) publik harus disediakan minimal 10% dari
luasan wilavah. Surabaya memiliki luas wilayah 326.8] km! dengan jumlah penduduk lebib
dari 3.158.943, maka diperlukan penyediaan hian kota seluas 3.3 ha. Saat ini, Surabayva
masih memiliki B (delapan) hutan kota, antar lain: Hutan Koka Pakal Benowo scluas 6 ha;
Hutan Mangrove Wonorejo dengan fues 800 ka; Hutan Kota Warugong: Hutan Kota Balas
Klumpik seluas 45 ha: Hutan Kota di Jalan Lempung Ferdana: Hutan Kota Mangrove
Gumung Anvar seluas 3 ha; Hutan Bambu Keputih dengan luasan 40 ha, dan Taman Hutan
Rakyat seluas 1.9 Ha,

Berdasarkan data tersebut, luasan hutan kota di Serabaya masih belom memenubi
ketentuan  sesuai dengan Perda Huotan  Kota, sehingza  diperfukan upava  dalam
pengembangan hutan kota di Surmabava agar dapal terpenubi luasan hutan kola sesuai
dengan kelentuan vang ditetapkan. Selain mengupayakan pemenuhan lussan hutan kota di
Surabava, juga perlu dilakukannya analisis dam evaluasi terhadap Perda hutan kola
sehingga dapat diketahui penvebab tidak dapat terpenuhinya fuasan hutan kota serta ontuk
melakukan analiss terhadap kewenangan pemerintah sehingga tidak terjadi tum pang tindib
kewenangan dalam pengelolaan hutan kota dan dapat mengetahul komitmen pemerintah
dalamy menciplakan kelestarian, keserasian dan kesimbangan ekosistem perkotaan mekalui
pengembangan  dan  pengelolaan hutan kot di Sumabava  sehingga  menghambat
penngembangan hotan kot

Terdapat 4 [cmpat) :'IJ"L" vang membahas hutan kota pada wilavah perkotaan,
Artikel pertama dengan judul Kebotuhan Hutan Kota Berdasarkan Emisi Kotbondiok sida di
Kota Prabumulih Provinst Sumatera Selalan dengan fokus penelitiannya telah beraliby fungsi
menjadi  lokasi wvang  lerbangun sehingga memperlukan wpava lainnva agar lelap
mengurangi karbondicksida yang dibasilkan dengan pembangunan vang dilakukan secara
vertikal dan melikekan pengurangan bahan bakar fosil depgan menpeantikan dengan

4
4 .al.lan Pusat Statetik, .Il'.'d;u’nr.r: J'..i.rr;lg:l:un__gprr H']l.l!up: Karaltres Ungkmr?.;:m H.I.lil.l;r Perkotear, 2009,
* I Khambali, Model Feremcanan Vegelisd Hurkon Kofe (Y ogvakarta: ANDI, 2007), M0
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bahan bakar vang rendah emisit Artikel kedua dengan judul .l."l.mJims Implementas: 30%
Ruang Terbuka Hian di DK1 Jakarta vang memberikan simpulan hahwa dalam penvediaan
ETH. DEI Jakarta belum mencapal 10% sebagal upava untuk memenuhi target penvediaan
KTH vang dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan,
meTungk atkan partsipast m:ls}rara.ll serta penguatan regulasi”

Artike] ketiza dengan judol Implementasi Peraturan Dacrah Kota Surabaya Momar 7
Tahun 2002 Tentang Kebgakan Buang Terbuka Hijau (Studi Kasus Kebun Bibit Bratang Kota
Swrabaval® pada artikel ini disimpulkan bahwa kebijakan FETH di Surabaya berdasarkan
pada Perda telah berjalan demgan baik. Secara Bmlemh*.an dan pengawasan  telah
dilakukan dengan baik pula. Artikel ke empat dengan judul Penyed iaan Buang Terbuka Hijan
(RTH) Menurut UL Mo.a/ 2007 Tentang Penataan Buang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH
¥ Daerah membenkan kesimputan mengenai penyediaan RTH i beberapa kota besar
sepert Bandung, Makasar, Mataram dan Malang telah mengimplementasikan UU Penataan
Ruang dengan mengeluaran beberapa kebljakan daerah vang mengatur lentang RTH
dengan  melindungi  Kawasan  lindung, melakukan pengembangan BTH  melalud
pengembangan jalan dan wiilites serta pengaturan mengenisi kepadatan bangunan.®

Artike] ini berbeda dengan pembabasan pada artikel-artikel sebelummya. Secara garis
besar, lokasi peneiian vang seat mi dilakukan adalab kota Surabava dan fokus pembahasan
pada penelitian ini adalah dengan melakukan analisis lerhadap Perda hutan kela, dimana
pada penelitian sebelumnyva dalam 5 (lima) tahun kebelakang belum ada vang membahas
secara Khusus kerkait analisis terhadap kebijakan mawpun keberadaan hutan kota sebagai
bagian dari RTH namun, pmeliian lebih banyak dilakukan mengena: RTH dan membahas
mengenai urgensi kebutuhan hukan kot pada wilavah  perketaan dengan tinghat
pencemaran tinggi. Oleh Karena ile, dalam perelitian ini akan membahas mengenai
bagaimana amalisis Perda Moo 15 Tahun 2004 tentang Hutan Kota terhadap keberadaan
hutan kota di Surabava dan wpava yang dilakukan pemerinlah kota Surabava dalam
pemenuban luasan hotan kota di Surabava?

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisa secara vuridis normatif dengan
mengkaji serta menganalisa Perda Moo 152004 untuk dapat membernt jawaban atas masalah
vang diaukan, Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga
menggunakan pendekatan konseplual vakni dengan menggunakan lteratar, jurnal maupun

o Yuniar Pratiwia, Efu:hs Murblmarass Dachlank, and Lilik Budi Prasetye, 'Kebutuhan Hutan Kok
Berdasarkan Emizd Kackondioksida di Kok Prabumulih Provisd Sumatera Selatan’,  Peirgelidiae
Sarberbay Aleo@en Lingkungaen, 61 (2006), 45-52.
T Margi Prakeso and Herdis Herdiansyah, *Analisis Implementasi 3% Ruang Terbuka Hijan Di D
lakarta’, Mijaiah @il Globe, 21.1 (2019), 17 <https: ! /doi.org/ 10.24895) mig, 20 9.21-1. 865,
" ks ll'llJI.'j:p'lT!l.,,. En:la.nﬁ Imclartuh, amd HaE;l:u.-_t Eﬁuuar_lm'l:q. 'lI.'I'IFllJL'III.Jl'Itu.‘l.i Peraturan Dasrah Kok
Surabayva Nomor 7 Talun 2002 Tentang Kebijakan Buang Terbuka Hijau (Shacdi Kases Kebun Bibit
Bratang Kota Surabaya), [PAP:  Jurmel  Perelifon  Adwdecsbeest. Pulitk, 31 2017, @75-79
=https:/ /doi.org @ 0,309, jpap.v 3i1.1238=
* A Prikandono, “Penyediaan Buang Terboka Hijau (RTH) Merurut UL Mo, 2007 Tentang Penataan
Ruang Dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH D Daeral’, Jurmalperaadiimn, Po. Coold, 26, 20049,
13-,
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laporan-laporan lainnva yang meodukong agar dapat menjawab darl nemuosan masalah
vang dibahas.

Hasil Penelitian dan PFembahasan

Kebijakan Hutan Kela di Surabaya

Kesadaran pemerintah wntuk penyelenggaraan hutan kota pada: wilayah perkotaan
didasarkan pada perimbangan: a) pohon dan tumbuhan dalam hutan kota berfungsi untuk
menyerap gas karbondioksida dan menghasilkan oksigen) b) mobilisasi pendudok kota
menggunakan  kendarasn bermotor  serta berkembangnyva  kegiatan  industri. vang
mwerryebabkan pencemran udara; ¢ semakin luasnva wilavah permukiman pada perkotaan
akibat penimgkatan jumiah penduduk vang fidak selaras dengan tuntutan masyarakat untuk
hidup nyaman pada wilavah perkotaan Dorongan tersebul semakin diperkuat dengan
adanva kebijakan pemerintah uniuk menyelenggarakan hutan kota pada wilavah perkotaan
vang terfuang dalam Peraturan Pemerinta Eepublik Indomesia Momor &3 Tahun 2002
tentang Hutan Kota (PT Noo 6322002) magpun Peraturan Menten  Kebubanan Mamor
P71 Menhut-11/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Huton Kota (Permenhuat 71-09),
Melihat kondisi lingkungan saal ini, para ahli hukum lingkungan ikoet berperan penting
dalam mermnberikan masukan didalam pokok-pokok pikiran levhadap pemerintah agar
kebijakan vang dikeluarkan dapat mendukung keseimbangan lingkungan hidup

Tahun 1978, hutan kota mulai diperkenalkan pada saat Kongres Kehutanan Sedumia
vang disclenggamkan di Jakarta dan tahon 1980 muki digalakkan program hotan kota vang
disebabkan semakin kwalitas lingkungan di perkotaan  schingga pada  tahun 1999
ditetapkannya Undang-Undang Repubfik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 lentang
Fehutanan (LU Mo, 31-1999) dimana dalam Pasal 9 avat (1) memberikan penjelasan
mengenai fungs hutam kata, yakni untuk kepentingan pengaturan ikim mikro, estetika dan
resapan air, Tahun 2002 disahkannya PP Mo, 63-2002 vang memberi amanat agar penvediaan
hutan kota paling sedikit 10% dari luasan wilavah kota. Pengaturan hutan kota tersebul
menunjukkan bahwa dari tahon ke tabun, kwealitas lingkungan perkolaan semakin
memprihatinkan  sehingga membulubkan  aluran mengenai opava dalamy  menjaga
kescimbangan chosistern pada wilavah perkotan,

Diefinisi hutan kota berdasarkan pada PP Mo, 632002 dan Perda Ne. 15-2014 tentang
Hutan kota yaknt suatu hamparan lahan vang bertumbuban pohon-pobon vang kempak
dan rapat di dalam wilayah perkolaan baik pada tanah negara magpun tanah hak, vang
ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabal berwenang. Pengertian tersebut memberikan
penjelasan bahwa penetapan huton kota keberadaannya sebaiknya berada di dalam wilayah
perkotaan, bukan berada di wilayah pinggiran kota mengingat bahwa pusat kota menjidi
sumber dari pencemaran udara akibat emisi yamg dihasilkan darl kendaraan bermotor
maupun banvaknya gedung perkantoran yvang menggunakan kaca sehingga menjadikan
wdara di pusat kola menjadi kebih panas dibandingkan dengan wilayah pinggir kola. Selain
itu, pembangunan hutan kota juga perle memperhatikan kondisi fistk kota,

Definisi hutan kota juga memberi penegasan bahwa  keberadaan hutan kota dapat
diselenggarakan diatas tanah milik negara maupun tanah hak vang telah ditetapkan menjadi
hutan kota obeh pejabat vang berwenang, vakni Walikota. Dengan adanya penelapan sebagai

:gadul Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, ‘Hotan Kota Untuk Pémgembangan Jenis Pobon
Potensial’, Keneniteian Befackionm, 611 (2012, 1-5.
o Saskrisno.
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hutan kota, maka akan menimbuolkan hak dan kewajiban baru vang harus dipatubi oleh
masyarakal untuk ikul melestarikan hutan kota dan merapakan bentuk legalitas terhadap
wilayah vang dfadikan hutan keda, Hutan kota vang berada ditanah milik negara dapal
dikelola oleh pemerintah dagrah maopun masyarakat, sedangkan hutan kota pada tanah hak
yvang tefah ditetapkan menjadi hutan kota, pengelolaannyva dilakukan cleh pemegang hak.

PP Mo, 832002 mengatur persentase penvediaan hutan kota pada wilayah perkotaan
sebesar 10%  dari luas wilavah sedangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik
[ndonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penalaan Buang (UU Mo, 26-2007) menentukan
bahwa RTH pada wilayah perketaan minimal 30% dari luas wilayvah kota vang leragi atas
ETH publik pada minimal 20% dan BTH privat minimal 10% dan luas wilavah keta, Hutan
kota termasuk dalam katagor BTH publik, namun dalam UL Mo, 26-2007 tidak discbutkan
dengan delail persentase minimal penvediaan hulan kota pada wilavah perkotaan. Selain
hutan kota, katagori RTH publik melipeb taman kota, taman Kecamalan, taman kelurahan,
tamnan BT - BW dan pemakaman.

Penyvelenggaraan hutan kota di Surabava bertujuan untuk memenuhi - kebutuban
lingkungan hidup vang baik dan sehat sesuai dengan amanat dan Pasal 28H avat (1) ULD
MERI 19435, Selain itu hutan kota jugs dapat dimanfaatkan untuk tempat nefresimg vang mumh
dan bermanfaat bagi warga masvarakat Surabava, Tujuan adanya hutan kota tersebut telah
sesual dengan pengaturan yang diatur dalam Perda MNo. 15-2014, vakni mengorangi
pencemaran odara mavpun pencemaran air sehingga suhu vdara dapal menurmn serta
mencegah terjadinys penumman air tanah, banjir lehkan mencegah terjadinva kekeringan
pada wilayah perkotaan, Agar twjuan penvelenggaraan hutan kota dapat secara maksimal,
idealnva pembentukan hulan kota terbentuk melalul peristiwa alam secara alami seporti
pada pembentukan hutan pada umuomneva. Namon pada wilayah perkotaan dengan ciri-ciri
khas vang dimilikinya, maka pembentukan hutan kola secara alami akan sulit terjadi
Semakin  berkembangnva wilayah  perkotaan maka akan  berpengaruh pula pada
keterbatasan pembentukan hutan kota secam alami? Sehingga diperlukan pengelolaan
hutan keta pada wilayah perkotaan agar sedemikian rupa dapat memaksimalkan fungsi dan
tujuan adanya hutan kota,

Penvelenggaraan hutan kola berdasarkan Pasal 5 Perda Mo, 15-2004 meliputi tahapan
penunjukkan, pembangunan, peretapan dan pengelolaan hetan keta,  Penunjubdan;
memepakan penetapan awal di wilavah perkobaan untuk menentukan lokasi mawpun luasan
hutan kota, Lokasi hutan kota dapat diselenggarakan pada tanah negara maupan tanab hak,
Apabila tanah hak ditunjuk sebagai lokasi hutan kota, maka bagi pemegang hak, akan
diberikan konpensasi sebagai penggantian kerugian. Pendekatan pembangunan hutan kota
dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembangunan pada okasi tertentu, vang didasarkan atas pertimbangan:
2, Berdasarkan pada penghitungan luasan kot
b Berdasarkan pada jumlah penduduk

8
2 Ewa Sib Sundari, Pregram Studi, and Perencanasn Wilavah, “Studi Untuk Menentukan Fungsi
Hutan Keta Dalam Masalah Linghkongan Perkotaan’, firmal Perencamaen Wiligaly Don Kofe LNISEA, 72
[2004), 6E-E3.
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¢, Berdasarkan pada permasalahan lingkungan
2. Pembangunan pada seluruh di selureh area kota, vang didasarkan atas pertimbangan

bakhnwwa kota beserta komponen didalamnya merupakan bagian dari hutan kota, sehingza

kota perlu dilakukan penghijauan secara menyeluruh,
Berdosarkon pada pendekatan dintos, Indomesia mencrapkan pembangunan hutan kot
dengan model vang perlama, vakni permbanguman pada lokasi tertentu. Hal tersebul
dituangkan dalam Pasal 9 aval (1) Perda Mo, 15-2004 dimana penentuan hutan kola
didasarkan pada luas wilavah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kola.
Model perlama meropakan kebalikan dari model kedua, dimana dalam model pertama
posisi hutan kota adalah bagion dan kota sedangkan model kedua memposisikan bahwa
pemukiman, kantor maupun industn justru menupakan bagian dar hutan kot Secara ideal,
untuk mengatasi masalal lingkungan perkotaan, model kedua lebib efektil untuk mengatasi
masalah lingkungan. Pertimbangan dalam penentuan butan kota berdasarkan Perda No. 15-
2004 antara lain jumlab penduduk vang semakin baryak maka tingkat pencemaran pun
semakin tinggi schingga membutuhkin luesan hutan kota yvang mampu menckan polus
pada wilayah tersebut, Pertumbubann penduduk dan peningkatan kekavoan memberikan
sumbangan  penting  terhadap  penurunan kwalitas  lingkungan  hidup.®  Selain
mempertimbangkan kepadatan pendoduk, penvelengoaraan lokasi hutan koda juga
memperlimbangkan sumber pencemaran di wilayah perkotaan, sehingga fungsi dari hutan
kota dalam vpaya untuk menckan tingkat pencemaran dapat berjalan maksimal. Salah satu
sumber pencemaran pada wilavah perkotaan adakah kawasan permduostrian,

Kecamatan Asemrowo merupakan Xawasan vang dijadikan sebagai kKawasan
perindusinan di Surabava, dimana hingga tahun 2009 telah berdiri 395 industri baik industel
besar mavpun kecill, Mamun, hutan kota pada Kecomatan Asemrowoe belum ada, sehimgiea
pemerintah perle memberikan perhation khissus untuk melakukan pengembangan butan
kota di Kecamatan Asemrowo, Mada dasamya, perusahaan mempuanyvai kewajiban dalam
menjaga keseimbangan lingkungan. Tanggung jawak sosial dan lingkungan cleh penssahaan
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana perusahaan wajib melak-
sanakan langeungjawab untuk melindungi masyvarakat dalam menganlisipasi ancaman
lingkungan vang terjadi akibat suatu kegiatan ataw usaha vang dilakukan oleh perusahaan, 1

Tahap penyelenggaran berikutnva adalah melakukan pembanguman hutan keta vang
meliputi perencanaan dan pembangunan vang ditetapkan dalin Rencana Tala Ruang
Wilavah (RTEW). Pembangunan hutan kola perlu memperhatikan tipe hutan kola, Fasal 13
avat (2] dalan Perda Mo, 15-2004 telah menentukan tipe-tipe dari hutan Kota, diantamanya
adalab o) tipe kawasan permukiman; B) tipe kawasan industr; ©) tipe nekresss d) Gpe
polestarian plasma nutfah; e) dpe perlindungan dam f) tipe pengamanan, Hutan kot
memiliki fungsi yang berbeda-beda disesuaikan dengan tipe hutan kota begitu pela dengan
jenis pepohoman yvang ditanam akan disespaikan dengan tipe dari hutan kola entuk
menmksimalkan fungsi dari hutan kota it sendivi. Penentuan tipe hutan kola masuk pada
tahap perencanasan dan pembangunan.

= Ehambali,
¢ Rahmadis, )
" Rudi Pistes, Fajar Sogianto, and Senggop Leosand Aguostian, “Pemaknaan Kembali Techadap
Tangguang Jawab Sesial Dan Lingkungan Perusahaan’, Jumal Hukars Mogimonr Opas, 300 (2020, 1-13
<https: / /doiorg SO0/ jhmev3i] 2630
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Perencamaan dan pembangunan hutan kota merupakan salah satu perwujudan dalam
mewnjudkan kota ramah lingkungan dengan maksud untuk menekan tingkal subu udara
sehingga dapal mengurangi pencemaran udara serta mencegah lerjadinya  penurunan
kualitas air tanah dan mencegah lerjadinya banjir maopun kekeringan. Perencanaan dan
pembangunan merupakan sate tahapan vang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya.
Fendekatan perencanaan pembangunan hutan kota menggunakan pendekatan fop = doon
karema  menindaklanjuti  peratumn perundang-undangan pusat antuk menjaga
keseimbangan ekosistem. Pendekatan fap - dewen . merupakan pendekatan dengan inksiatif
arganisasiflembaga tinmgkat atas vang ditindaklanjul oleh organisasi/lembaga pada
tingkat bawah ! Kebijakan penvediaan huetan keta di Surabayva didasarkan pada ULTPPLH,
PI* Hutan Kota hingga Permen tentang Pedoman Penvelenggaraan Hutan Kota,

Hutan kota dapat berbentuk jalur, mengelompok dan menyebar, Ketiga bentuk hutan
kata lersebut wvang mampu memberikan manfaat lebib baik adalah hutan kota demgan
bentuk menggelompok karena bentuk hutan Kota seperti ini lebih mendekali bentuk hutan
yang sebenarmya. Hutan kota dengan bentuk jalur adalabh pepohonan vang ditanam di
sepanjang jalur sebagai peneduh falan, jalur hjoe disepanjang tol mavpum el kencta api
sedangkan hutan kota dengan bentuk menyebar adalab pepohonan yang difamam dapat
berbentuk jalur mauwpun terpisah. Secara ekolegi, hutan kota memiliki beberapa fungsi
sebagal pana-paru kota, menurunkan suhu, melindungi sabwa, pencegah erosi, pengendali
polusi dan limbah, lempat pelestarian plasma nuifah dan bie - indikator, serta menjadikan
tamah menjadi semakin suboar 7 Tabel berikut, disajikan data mengenai butan kota yang ada
di wilavah Serabaya berdasarkan pada lokasi serta lussan dan kepadatan penduduk serta
furygsi hotan kota.

Jumlak

Mama Huban Kota Lokasi dan Luasan Fungsi Hutan Kota Perduduk
Hutan Kota Pakal Koecamatan Fakal Penghasil oksigen vang baik dan SH5U3
Bemiom demgan huasan & Ha sebapai lempat wisata sekaligus

edukasi
Hutan Mangrove Kecamatan Rungkut Pencegal  teradinya abrag  laut 131134
Wonorejo dengan fuasan 500 Ha dan sehagal  bempal  woisita
sokaligus edukasi
Hutan Kaota Koecamatan Pencegah  tenadinya banjir dan Kt |
Warugung Karangpilang ~ mengurangi polusi udars
Hutan Kota Balas Kecamatan Wivung Mercegah  polusi wdara dan Tia3
Flumprik dengan luazan 4.5 Ha ekowisala
Hutan Kota Lempung  Kecamatan Sambikerep Pecegab teradinga banjir dan BaTE2
Perdara Lontar mengurangi polus udar
Hutan Mangrowve Kecamatan Gunumng Mereduksi gelompang pasang air G500
Gunung Arnyar Anyar dengan luasan 3 laut,  mencegah abrasi dan
Ha ehowdsata
Hutan Bambu Keputih - Kecamatan Sukolile Melindungt sumber air bersih 116593
demgzan luasan 410 Ha

Taman Hutan Rakyat  Kecamatan Sambikerep  Pelestarian alam, tumbuhan dan TRI

Y hubammad Mukmin, Perencinain Perbmirgannen (Makasac: CV, Dua Bersaudara, 2007), 7.
17 Bty Whidipasto, 4.
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Sumber: Surabaya dakam Angka 2020
Talbel 1.
Hutan Kota [ Surabayva

Tahap ketiga penyelenggaraan hutan kota adalah penetapan vang dilakukan oleh
pejabat vang berwenang, vakni Walikota, Sesuai dengan definisi kbutan kota, maka bokasi
bertumbubnya tanaman secara kompak maspun rapat baru dapat di katikana sebagai butan
Eota apahila lelah dilakukan peretapan oleh Walikota, Dengan penetapan oleh pejabat vang
berwenang maka akan menimbulkan akibat hukum bagl seseorang maupun badan hukum
lainnya. Bagi sescoramg atan badan ukum yang demgan sengaja maupon tidak sengaja
miclakukon kegiatan atau aktvitas vang mengakibatkan perobaban pada fungsi hutan kota di
Surabava, maka akan diberikan sanksi administratil maspun sanks: pidana, Sanksi vang
diberikan tersebul sebagai bentuk perlindungan bagi keberadaan hutan kola di Surmabava,

Pengelolaan hutan kota disespaikan dengan bentuk maupun tipe dar hotan kota vang
tersedia. Hutan kota memiliki beberapa lipe, diantaramya adalah tipe pemukiman, tipe
kawasan industri dan tipe rekreasi, tipe keindahan kota, tipe pelestadan plasma nuifah, tipe
perlndungan dan tipe pengamanan. ' Selam scbagan bagian dani pelestarian plasma muifah
dan rekreasi alau ekowisala, hutan kola di Surabava juga dibangun berdasarkan pada
perunfukannva atau fungsinya. Bahwa hulan mangrove vang berada di wonorejo di
gumakan untuk mencegah abrasi mengingat babwa lokas wororejo meropakan aliran anak
sungii menuju lautan, Begitu pula hutan kota inmya, bahwa pengembangan hutan kota
disesuaikon dengan fungsinga, Lahan hutan kota yang berada pada tanah hak, dapat
dikelola cleh pemegang hak. Sedangkan hutan kola vang, berdiri dialas lanah negara dapat
dikelola aleh oemérintah daerah mawpun masvarakat.

Pelibatam masyarakal dalam pengelolaan hutan kola sangat dibutubkan sebagai
bentuk partisipasi masyarakat, Bahwa hubungan manusia dengan alam adalah saling
membutuhkan, Hubungan antara alam  dan manesia adalab hebungan vang  saling
membutuhkan. Alamy akan tetap lestari ketika dikelola dan dimanfaatkan secara baik, dan
manisia pun dapal memperoleh kualitas hidup vang baik keltika dapal memanfaatkan
sumber dava alam dengan baik pula®™ Kerjasamma antara pemerintah selaku pembuat
kebijpkan dengan masyarakat sebagon pelaksana kebijakan sekaligus pemanfaat dan aparat
pencgak hukom sebagai garda depan dalam mendptakan keadifaan perfu ferus difingkat
sehagai upava untuk melindungi keberadaanhutan kota, Adanva sinergitas antara ketiganya
tersebul, maka lentunva akan berdampak baik bagi keseimbangan ecsistemy vang
merupakan harapan bagi seliap masvarakat perkolaan.

Upaya Pemenuhan Luasan Hutan Kota

Sebagai kota industri dan perdagangan, tingkat pencemaran di Surabaya cukup tinggi.
Apabila pencemaran tidak ditangani dengan setivs, maka akan berakibat pada penunnan
kualitas Imgkungam dan berbahaya bagi kesehatan mosyvarakat vang ada di dalamnya, Olch
kKarenanya, kehadiran Perda No. 15-2004 ini sangal baik guma memperbaiki kehidupan dan
Eeseimbangan ekosistem. Penvediaan luasan hutan keta di Surabaya setidaknya 3,200 Ha

5] Khambali. [ ]
 Rurmua Nevianti and Angga Seca Bahadian, ‘Peran komumtas Dalam Mengelola Hutan Kota
Kasu: Sangia Buana , Jakarks Selatan’, AMusyorekal & Budoge, 171 (215), B9-100
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ataw sekitar 10% dan luasan wilavah Surabaya, meskipun saat mi leasan hutan kota di

Swrabava masih kurang dari 900 Ha namun pemerintah teros berupava untuk memenuhi
luasam hutan kola sesual dengan Perda No, 15-20014 hingga tahun 2025 mendatang. Indikasi
adanya masalah pemanfaatan lahan vang merupakan dampak dari persaingan penggunaan
lahan antara fan® terjadinya alih fumgsi lahan akibat keterbatasan lahan, adanyva dualism
kepentingan dalam pembangunan, kualites ingkungan wilavah perkotaan yang semakin
buruk akibat adanya krisis air maupun edara dan produksi imbah yang tidak terkontrol
akibal kegiatan ataw akbifitas masvarakal. Oleh karema ftu, pemerintah daerab merniliki
peran vang besar dalam melakukan pengawasan terhadap setiap aktifitas vang dilakukan
alch masyarakat, Pengawasan dan kontrol yang dapat dilakukan oleh pemermtab daerah
untuk mencegah terhadmya pengalih fungsian lahan adalah melakukan penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayvah (RTRW) vang ditetapkan melalui Perda. Dengan demikian, pemerintah
dapal mengarahkan pembanguman di Surabaya secara seimbang sehingga mencegah
terjadinya alth fungsi lahan. Penataan ruang di Surabava juga memiliki peran vang stralegis
dalam mewunjudkan kualitas ruang vang berkelanjutan schingga dapat mewuudkan
kesejahteraan umum dan keadilan sesial sesuvan amanat kenstitussonal,

Penataan ruang harus memuat asos kepastian hukum serta berkeadilan, Asas tersebut
mempertimbangkan adanya rasa keadilan bagi masyarakab serla memberi jaminan atas
perlindungan hak dan kewajiban sehingga tidak lerjadi kesenjangan dalam pembangunan
lata wilayah® Kepastian hukum dalam lala roamg hutan keta di Surabaya ditetapkan
berdasarkan pada penctapan wilavah untuk dijadikan hotan kota oleh pejabat vang
berwenang, sedanghkan ases keadilan dapat dilihat berdasarkan pada fungsi hutan kota,
yvakni untuk memberikan hak dalam memperoleh lingkongan hidup yang sehat dan
seimbang.

Perhilungan kebutuban BTH pada wilayah perkidaan dipengearuhi oleh beberapa
faktor, antara lain™ adanya kebijokan tata mang pada wilayah dalam penenutuan kawasan
RTH, karakteristik bentang alam untuk digunakan sebagai fungsi khusus pada KTH dan
kepadatan penduduk datam rﬂ:TI.'hmgﬂn kebutuban BTH per crang. Kawasan RTH di
Surabava telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Momor 12 Tahun 2014
tentang Rencana Tala Buang Wilayah Kola Surabaya Tahun 2004 - 2004 (Perda No. 12-2014),
EPIMD kota Surabava 2006 - 2021 berupava untuk mewuudkan pengebolasn hetan keta
agar dapat berfungsi optimal baik secara chologes, sosial budaya, ckonomi dan estetika
dengan sistem pengelolaan hutan kota vang berkuwalitas. Pengelolaan hutan kota dilakokan
dengan melakukan penvesuaian jenk-jenis tananan vang ada di hutan kota dengan karak ter
dari kawasan hutan kota serta fungsi dari hutan kota ite sendiri. Hal ini sesuai demgan tabel
vang tefah disajikan, Jumlah penduduk terhadap kebutuban BTH (hutan kota)l akan

;.'iiiuiu] Mlahi, Penyerabusgun Pilaale Teord Dan Aplikesi (Jakarta: Kencana, 2016}
' Fainuri Zainori, ‘Urgensi Kebijakan Hukum Penataan Boang Provinsi Kepulauan Dalam Sistem
Pemataan Ruang Masional’, DiHC fumal Dee Heboe, 14 (20080 43-60 (herps:/ /d oberg/ 1030596
Sl DT,
* Widvastri Atsary Katumy, Budi Faisal, and Agus R Seerisatmadia, * Kebutuban Buang Terbuka Hipu
Koty Pada Kawadan', Lirgkungin Binun Indoness, 171 (20013), 37-38,
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berpengaruh,  semakin memingkatnva  jumlah perduduk maka akan semakin besar
Eebutuhan hutan kela pada suatu eilavah untuk memenuhi kebutuhan oksigen.

Perda Mo, 15-2014 membagi bentuk hutan kota menjadi berbentuk jalur, mengelompok
maupun menvebar, Ketiga bentuk hutan kota tersebut dapat dimanfaatkan bagi pemerintah
daerah schingea dapat memenubi loesan hutan kota di Surabava, Hutan keta vang
berbentuk jalur adalah hulan kola vang dibangun secara memanjang: hutan kela vang
berbentuk mengelompok adalah hutan kola vang dibangun dalam salu kesatuan dalam
lahan vang kompak; sedangkan hutan kota vang berbentuk menyebar adalah hutan kota
vang dibangun dalam kelompok-kelompok dalam bentuk jalur maupun terpisab. Saal ini,
bentuk jalur hutan kota di Surabava belum ada atau belum ditetapkan oleh Walikota
sedangkan B (delapan) hutan kota vang ada di Sumbaya lebibh Banvak membentuk
mengelompok dan menyebar. Oleh karena ite upava dalamy pemenuban luasan hutan kola
data dilakukan dengan penvediaan hutan kota dalam bentuk jalur dengan memanfaatkan
jalur penedub pada jalan raya, jalur kijgu pada tepi jalan kercta api mavpun sempadan
sungai mavpun pantai, setidaknya terdapat 4 (empat) sungai vakni sungai kalimas, sungai
greges, sungai fambakose dan sungai branjangan. Pemerintab kota Surabaya  dapat
menanfaalkan sempadan sungai tersebut untuk dimanfaatkan sebagai hutlan kota. Tentunva
penvelenggaraan hutan kola bentuk jalur ini melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Perda
Hutan Kota yvakni melalui tahap penunjukkan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan.

Hutan kota dapat dikatakan scbagai hutan kota apabila telabh mendapatkan penctapan
dan Walikota, Oleh karenanya, upava lainnya vang dapat dilakukan olch pemenntah daerab
adalah melakukan penetapan hutan kola sehingga luasan hutan kota dapat terpenuhi. Selain
itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan pengelolaan dengan baik hulan kota vang
telah  ditctapkan. Schingga tdak hanva mengacu pada target luasan, mamun juga
pengelelaan dari hutan kota sehingga dapat berfungsi  sebagaimana mestinya,
Penvelenggaraan hutan kota dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fujuan dan
manfaatnva dengan masvarakal untuk bersama-sama melakukan pembinaan maupun
pengawasan terhadap keberadaam hutan kota. Upava pemerintah dalam memberikan
pembinaan kepada masvarakat dapat dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan,
pelatihan, arahan mavpun supervisi. Adapun tujuan dan mafaat adanva penvelenggaraan
hutan kota adalah sebagai wujud pelestarion ingkungan serta menyeimbanghkon ckosistem
di wilayah perkolaan anlara lingkungan, sosial dan budava.

Penutup

Berdasarkan pembahasan vang telah diuraian diatas, maka dapal disimpulkan bahwa
kebijakan penvelenggaraan hutan kota di Surabava telah ditetapkan berdasarkan Perda Mo,
15-204. Dimana kebutuhan hutan kota pada wilayah perkolaan sangal penting guma
menjaga =erta memperbaiki keseimbangan ekosistem lingkungan, Dengan keseimbangan
chosistemn, tuntutan masvaraat untuk mendapatkan koalites lingkungan yang baik dapat
terpenuhi sesual dengan amanat vang diberikan oleh kebijakan dasar megara kita,
Keberadaan hutan kola di Surabava memiliki fungsi dan peran vang cukup besar. Oleh
karenanva penyvelenggaraan hutan kota di Surabayva menjadi prioritas pada program
pembangunan nasional. Hutan kota sebagai bagian dart RTH juga perlu mendapatkan
fempat vang strategis dan tepat mengingat fungsinva dalam mengurangi cmdsi penoemaran
udara dan air cukup efeklif. Hutan kota tidak hanva sebagai estelika kola nemun juga
mampu menurunkan suhu serta mencegah terjadinva krisis air di wilavah perkotaan,
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Sehingga keberadaan hutan kota dapat mencegah terjadinya masalah lingkungan di wilayah
perkolaan. [
LUpava pemenuhan hutan kota di Surabaya dapal memanfaatikan bentuk huotan kota
secara  menjalur, yakni memanfaatkan sempadan sungai vang ada di Samabava.
Penyelenggaraan hutan kota tidak hanya berfokus pada pemenuhan luasan saja, namun juga
perlu diperbatikan jenis dantipe dari butan keta itn sendin,. Desgan demikian hutan kota
yang dikelola dapat berfungsi dengan baik dan memberikan dampak vang signifikan dalam
menekan pencemaran udara mawpun pencemaran air. Selain untuk pemenuhan luasan
hutan kota, pemerinlah juga perlo melakukan pengelolaan dan pengawasaan dalam
penyelenggoraan hutan kota sebagi bentuk keberlanjutan hutan kota dimasa vang akan
datang,
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